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PROFIL KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) 

 

Kader Desa mengemban amanat untuk melakukan pengorganisasian pembangunan desa 

bidang (i) infrastruktur, (ii) sarana dan prasarana kesehatan, (ii) sarana dan prasarana 

pendidikan dan kebudayaan, (iv) sarana dan prasarana ekonomi, (v) lingkungan hidup. 

Menemukan kader desa yang nantinya dilembagakan dalam kedudukan sebagai KPMD 

tidaklah mudah karena dipengaruhi beberapa subsistem dalam sistem desa. 

Musyawarah desa merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis 

desa. Secara historis musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Salah 

satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah masyarakat 

desa adalah Rapat Desa (rembug Desa) yang ada di Jawa. Dalam tradisi rapat desa selalu 

diusahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan warga sehingga usulan 

masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin dapat dihindari munculnya riak-riak 

konflik di masyarakat. 

KPMD dapat disebut sebagai civil institution, sebuah institusi kader lokal yang dibentuk 

secara mandiri oleh warga, untuk memerhatikan isu-isu publik (yang melampaui isu-isu 

parokhial dan adat-istiadat) serta sebagai wadah representasi dan partisipasi mereka untuk 

memperjuangkan hak dan kepentingan maupun kewajiban warga desa. Spirit kewargaan – 

sebagai jantung strong democracy – hadir dan dihadirkan oleh KPMD sebagai kader organisasi 

warga atau organisasi masyarakat sipil di ranah desa. Bahkan, KPMD dapat menjadi penggerak 

terbentuknya Pusat Kemasyarakatan (community centre) sebagai ruang publik politik untuk 

memperluas jangkuan kaderisasi Desa. 

Dalam ranah kaderisasi desa, KPMD bergerak untuk mengubah orgasisasi korporatis 

menjadi kekuatan baru yang mendorong desa tampil sebagai pilar bangsa dan negara dalam 

mewujdukan kesejahteraan masyarakat di desa-desa Indonesia. Secara horisontal, KPMD 

bersamasama dengan warga melakukan pembelajaran, musyawarah mufatak (deliberasi), dan 



membangun kesadaran kolektif dalam diri warga desa untuk melaksanakan pembangunan desa. 

Secara vertikal, KPMD memfasilitasi para pemimpin Desa untuk berpihak kepada masyarakat 

desa, memfasilitasi fungsi representasi dalam Musrenbang dan Musyawarah Desa, 

memfasilitasi pelayanan publik yang berkeadilan bagi masyarakat desa, memfasilitasi 

pengelolaan APBDesa secara berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat desa (pembiayaan 

Posyandu, dukungan untuk ketahanan pangan, penyediaan air bersih, dan lain-lain). 

KPMD mengorganisasikan pembangunan Desa melalui pengembangan kapasitas 

teknokratis dan pendidikan politik. KPMD melakukan pengorganisasian pembangunan Desa 

dalam proses teknokratis mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan terhadap 

para pelaku desa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, 

sistem informasi dan sebagainya. KPMD melakukan pendidikan politik yang berorientasi pada 

penguatan active and critical citizen, yakni warga desa yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan 

bermartabat. Hal ini antara lain merupakan kaderisasi yang melahirkan kader-kader baru 

KPMD yang militan sebagai penggerak pembangunan desa dan demokratisasi. Kaderisasi tidak 

identik dengan pendidikan dan pelatihan, namun juga membuka ruang-ruang publik politik dan 

mengakses pada forum musyawarah desa, yang membicarakan dan memperjuangkan 

kepentingan warga. Kepemimpinan lokal yang berbasis masyarakat, demokratis dan visioner 

bisa dilahirkan melalui kaderisasi ini, sekaligus emansipasi para kader dalam kehidupan 

berdesa. 

Peran pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan (Fasilitator Kecamatan 

misalnya) mempunyai tugas yang diamanatkan oleh Permendesa No. 3/2015 tentang 

Pendampingan Desa untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru.Tugas 

pokok Pendamping Desa yang utama adalah mengawal implementasi UU Desa dengan 

memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam 

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:  

1. Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan 

desa berdasarkan hak asal-usul. 

2. Fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan 

demokratis. 

3. Fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan 

desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa. 

4. Fasilitasi demokratisasi desa. 

5. Fasilitasi kaderisasi desa. 



6. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa. 

7. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan (community center) di 

desa dan/atau antar desa. 

8. Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara 

partisipatif, transparan dan akuntabel. 

9. Fasilitasi kegiatan membangun desa yang dilaksanakan oleh supradesa secara partisipatif, 

transparan dan akuntabel. 

10. Fasilitasi pembentukan dan pemngembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). 

11. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. 

12. Fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan. 


